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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun
2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan
diselenggarakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi
jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJFD
kKota Cimahi Tahun 2005-2025, periode tahun 2021-2025 adalah
“Tahap Pencapaian®. Tahap Pencapaian dimaksudkan untuk
pencapaian masyarakat vang maju, mandiri dan berkeadilan yang
ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan
manajemen SDM vang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan
pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang
semakin adil. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Cimahi
pada masa transisi tentunya harus tetap mengacu pada Tahap
Pencapaian vang dimaksud dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-
2025,

Rencana Pembangunan Daerah [(RPD) pada masa transisi,
disusun sebagaimana halnya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat
daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada
dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun dengan
maksud memberikan arah pembangunan tahun 2023 sampai dengan
tahun 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun  2023-2026 dengan
memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan provinsi dan
nasional.

Dokumen RPD Kota Cimahi menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajb
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dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesual dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat
Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 [satu) tahun,

Dengan telah ditetapkannya RPD Kota Cimahi melalui Peraturan
Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dokumen
perencanaan Daerah ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di
Kota Cimahi untuk menyusun dokumen perencanaan Perangkat
Daerah berupa Rencana Strategis. Peraturan perundangan yang
menjadi acuan terkait tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Inspektorat Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang
merupakan unsur pengawasan urusan pemerintabhan, mengemban
tugas mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023-
2026, dengan visi vaitu *Cimahi Kota Cerdas" serta misi yvang
mendukung pembangunan bidang tata kelola pemerintahan, yaitu
khususnya misi ke dua “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik"™. Inspektorat Kota Cimahi mendukung 9 Prioritas Kota
Cimahi RPD 2023-2026 di prioritas ke-9, vaitu: “Penguatan tata kelola
pemerintahan dan inovasi pelayanan publik®.
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Tabel 1.1
Unsur-unsur Capaian RPD Tahun 2023-2026 Berkaitan

dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat

- Tujuan Indikator Sasaran Indikator Strategi [ Program Indikator
i._EFD H.'PE-.'. _Tujuan | | ©Sasaran | ' S Program
eningkatkan | [ndeks Menmgh:amvn Persentase Meningkatiian, Program Persentase

. tatn keelods | Reformasi kualitas Proinglkatan kualitas hasil | Penyelenges | hsasil
| pemerintahan | Birokrasi pengawasan | ketaatan PERgAWASAN | rasn | pengawasan
terhadap Penpawasan |
peratiuran
perundang-
undangan '
Milai Program Level
Maturitas | perumusarn | kapabilitas
SPIP kebijalan APIP
Terintegrasi pendamping
| an dan
asisten s
Meningkatnya | MNilai Evaluasi | Meningkatkan Program Milai SAKIP
kualitas dan Reformasi Kualitas Penunjang Perangkat
inovasi Birokrasi Pelasanan Urisan Daerah
pelayanan Inspektorat Penunjang Pemerintah
publik Urasan an Daerah ——
Pemerintahan| Kabupaten/ | Nilai TKM
Dacrah Kota Peranghkat
Daerah
Indeks
Profesionglis
me ASN

Keselarasan RPD dengan Renstra menjadi faktor penting dalam
mencapai visi dan misi Kota Cimahi dan target-target kinerja
Inspektorat melalui pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat tahun 2023-2026 akan mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance], bersih, dan terukur
ke arah kebijakan pencegahan potensi dan praktek-praktek KKN,
peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negera melalui koordinasi
dan sinergi pengawasan, serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut
dari hasil-hasil pengawasan dan pemenksaan.

Perubahan paradigma Inspektorat saat ini, yang awalnya sebagai
pemeriksa | Waltchdog), menjadi Caotalyst kepada seluruh Perangkat
Daerah vaitu dengan menjalankan pengawasan sebagai Qualily 4
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Assurance atau penjamin mutu, Consulting Partner atau sebagai
konsultan dengan menjalankan fungsi, serta Early Waming System
atau sebapai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh
eksternal.

Meningkatkan metode dan sistem pengawasan internal menjadi
penting untuk menvempurnakan dan mengefektifkan pengawasan dan
audit. Didukung dengan penerapan Sistem Pengendalian I[ntern
Pemerintah (SPIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIF) yang
efektif dan akuntabel, dan pengelolaan keuangan sesuai peraturan
perundang-undangan di setiap Perangkat daerah guna mewujudkan
aparatur yang bersih.

Maka pengawasan internal pemerintah daerah  harus
direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta
berkesinambungan yvang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Tahun
2023-2026, agar target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota
Cimahi tercapai, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum
Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat

Kota Cimahi berpedoman kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7o,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
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10.

11.

12,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1635,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4890};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republhk
Indonesia Tahun 2010 Nomaor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor B7 Tahun 2016,
tentang Satuan Tugas Sapu Bersith Pungutan Liar;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur
beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Perigawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
356/1325/8J tentang Panduan Pemantauan dan Verifikasi
Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) Tahun 2016 dan Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 107 tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan
Kabupaten,/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2022,

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cimahi;

Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas dan
Fungsi Inspektorat Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun



2021 Nomor 587, Tambahan Berita Daerah Nomor 67);

23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

24, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas,
Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;

25 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-

2026 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi

[nspektorat Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsi pengawasan

internal pemerintah daerah yang berorientasi outcome,

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota

Cimahi adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan vang baik, bersih, dan
melayani.

2. Terwujudnya aparatur vang profesional dan akuntabel, dalam
rangka meningkatkan pelayvanan publik yang optimal.

3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat kota Cimahi sehap
tahun.

4. Tersediava sarana pengendalian kinerja vang akan dilakukan
selama lima tahun,

3. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien, efektif,
profesional dan akuntabel selama kurun waktu lima tahun.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat
Kota Cimahi tahun 2023 - 2026 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yaitu
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CIMAHI

BAB VI : RENCANA  PROGRAM DAN  KEGIATAN  SERTA
PENDANAAN
BAB VII :  INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA CIMAHI YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII :  PENUTUFP
BAB I

GAMEBAR PELAYANAN PERANGEAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Lampiran lIl Peraturan Wah Kota Cimahi Nomor 62
Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas pada Perangkat
Daerah Kota Cimahi, Inspektorat memiliki tugas dan fungsi sebagai
berikut.
Tugas:
membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan
Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Fungs::

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
dari Wali Kota dan/atau Gubemur sebagai wakil Pemenntah
Pusat;
penyvusunan laporan hasil pengawasan;
pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
pengawasan pelaksanaan program reformasi birokras;

o o

pelaksanaan administrasi I[nspektorat; dan
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B. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Tugas:

melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua

unsur di lingkungan Inspektorat,

Fungsi:

1. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan
AnNggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja
BAIMA;

2. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan,
analisis, dan penyajian laporan hasil pengawasan serta
monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

3. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

4. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah
tangga; dan

5. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yvang diberikan oleh
Inspektiur sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat mengoordinasikan rincian tugas:

1. pengoordinasian penviapan rencana program dan anggaran
Inspektorat;

2. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
serta pengelolaan dokumentasi hukum;

4, koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah [APIP) lainnya dan aparat
penegak hukum;

5. penginventarisasian hasil pengawasan;
koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

7. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan
evaluasi pengawasan,

8. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan; dan q‘
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9.

pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja
Inspektorat;

2. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Sekretariat
Tugas:

1.

ot b W K

menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang
[ugasnya,

pelaksanaan administrasi kepegawaian;

pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
pelaksanaan urusan perlengkapan;

pelaksanaan urusan rumah tangga;

pelaksanaan anggaran dan penyviapan bahan tanggapan atas
laporan pemeriksaan keuangan;

7. pelaksanaan perbendaharaan;

8. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;

9. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai

10.

11.
12.

dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang
tugasnva;

menyusun laporan sesual dengan bidang tugasnya; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya.

Inspektur Pembantu I

Tugas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah
pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

ks

penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan
pengawasan terhadap perangkat daerah;
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4.

10.
11.

perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
pengawasan terhadap penvelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penvelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya;

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur;

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya vang diberikan oleh
Inspektur sesuai bidang tugasnya.

Inspektur Pembantu II

Tugas:
melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah
pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1.

penyiapan penyusunan Kebijakan terkait pembinaan dan
pengawasan terhadap perangkat daerah;

perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penvelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

T4



5.

6. penyiapan perumusan kebijjakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya;
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur;

10. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

11, pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya vang diberikan oleh
Ingpektur sesuai bidang tugasnva.

Inspektur Pembantu III

Tugas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah
pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. penyiapan penyvusunan kebijakan terkait pembinaan dan
pengawasan terhadap perangkat daerah;

2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tupgas dan fungsi perangkat daerah;

3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

4. pengawasan keuanpgan dan Kinerja perangkat daerah;

5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnva;

8, pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

|
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6.

9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur;

10. penvusunan laporan hasil pengawasan; dan

11. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnva yang diberikan oleh
Inspektur sesuai bidang tugasnya.

Inspektur Pembantu Khusus

Tugas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional yang bersifat

khusus pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. pengoordinasian penanganan dan invesbgasi atas pengaduan
masyarakat dan informasi dan media terkait pelanggaran,
penvimpangan, atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan
Pemerintah Kota Cimahi;
pelaksanaan investigasi atas permintaan;
penvelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas sapu bersih
pungutan har;

4. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi;

5. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas rencana aksi
daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;

6. penvelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama
pengawasan reformasi birokrasi;

7. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama
pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari
korupsi dan wilavah birokrasi bersih melayani;

8. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama
pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
[LHKASN] Pemerintah Kota Cimahi;

9. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi penegak hukum,
permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi
penegak hukum;

10. penyelenggaraan tugas pelaksanasan satuan tugas unit
pengendali gratifikasi; dan qﬂ
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11. penyelenggaraan tugas pelaksanaaan satuan tugas bersama
penanganan benturan kepentingan;

7. Helompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

a. Helompok Jabatan Fungsional Auditor.
Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam beberapa kelompok tim
pemeriksa memilika tugas:

1) Auditor Ahli Pertama

a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas
tingg dalam audit kinerja;

b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas
tingg! dalam audit atas aspek keuangan tertentu;

¢} Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas
tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;

d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas
tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikas1i tindak
pidana korupsi;

el Mendamping atau memberikan keterangan ahli dalam proses
penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;,

fi Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas
tinggi dalam kegiatan evaluasi;

g] Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas
tinggi dalam kegiatan reviu;

h)] Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas
tinggi dalam kegiatan pemantauan;

i} Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas
tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;

i} Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas
tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegatan
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perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
pemerintahan;

2) Auditor Ahli Muda

a] Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;

b} Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek
keuangan tertentu;

] Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan
tertentu;

d] Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit
khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;

#] Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses
penyidikan dan /atau peradilan kasus hasil pengawasan,

fl Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan
hasil evaluasi;

gl Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;

h} Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;

1) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;

J] Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka
membantu melaksanaan kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;

3) Auditor Ahli Madya

a) Merumuskan pengorganisasian pengawasan;

b) Merumuskan rancangan penugasan pengawasan sesual
dengan tujuan, sasaran, latar belakang dan ruang hingkup
pengawasan;

¢) Melakukan pembahasan teknis pengawasan bersama
user/obyek pemeriksaan;

d] Menetapkan Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja
Pengawasan [(KKP), Notisi Hasil Pengawasan (NHP) dan
Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

el Melakukan evaluasi hasil pengawasan;

=

Melakukan pemaparan hasil pengawasan;
g] Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;

b




h)] Merumuskan  kegiatan teknis  pengawasan lainnya

il

(sosialisasi, asistensi,bimbingan teknis, SUTVEY,
pendidikan /latihan serta studi banding];

Merumuskan hasil pengawasan sebagai bahan keterangan
ahli dalam penyidikan dan atau peradilan atas aspek
keuangan tertentu;

Melaksanakan tugas pengawasan lainnya sesuai dengan
disposisi pimpinan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah (PZUPD])

Kelompok jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD] yvang terbagi dalam beberapa
kelompok vang memilika tugas:

1) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli

Pertama

a) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;

b) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang
pendidikan yang meliputi: kurikulum

¢} Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bhidang
kesehatan yang meliputi:
(1) sumber daya manusia kesehatan;
(2) obat dan perbekalan kesehatan;
(3] pemberdavaan masyarakat;

d] Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

ketenagakerjaan yang meliputi:

(1] pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kena;

(2] pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;

(3] pengeloaan umum.

(4) Melakukan pengawasan pelaksanaan wurusan wajib

|
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e

h]

i)

1l

k)

Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

sosial yang meliputi;

(1) Pembinaan bidang sosial;

(2] Identifikasi dan pengawasan pengawasan penvandang
masalah kesejahteraan sosial;

(3] Pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;

(4) Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, keluangan dan
kesetiakawanan sosial;

Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang

pekerjaan umum yvang meliputi;

(1) Perkotaan dan pedesaan;

(2] Air limbah;

(9] Persampahan;

(6] Drainase,

(7] Permukiman;

Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

kelautan dan perikanan, meliputi: pengelolaan pemasaran;

Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

pertanian, meliputi:

(1] tanaman pangan dan hortikultura;

(2] perkebunan;

(3] penunjang;

Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilithan bidang

perindustrian, meliputi:

(1] usaha industri;

(2] perlindungan usaha insdustri;

(3] pemasaran;

(4] standarisasi;

(5] permodalan;

(6] sarana dan prasarana;

(7} data insdutri;

Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

perdagangan, meliputi; metrologi legal;

Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan

tugas pembantu; f]'
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2)

I)] Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas SKPD di
Kabupaten/Kota;

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli

Muda

a) Melakukan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
melalun;

(1} Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(REA-SKPD);

b} Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK;

¢ Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan
pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian
terhadap:

(1) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD);

d} Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan
pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian
terhadap kesejahteraan masyarakat;

¢] Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang
kependudukan dan catatan sipil;

f) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang
pemberdayvaan adat dan pengembangan kehidupan, yvang
meliputi: sosial budava masyvarakat;

g) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang
pendidikan yang meliputi:

(1} kebijakan pembiayaan;
{2) pendidikan dan tenaga kependidikan;

h} Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang
keschatan yang meliputi:

(1} upava kesehatan;
(2} kebijakan pembiayaan kesehatan;

i) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang
ketenagakerjaan yang meliputi: pembinaan ketenagakerjaan;

jl Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang
ketahanan pangan vang meliputi: keamanan pangan;
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3)

k] Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang
sosial yvang meliputi: pelaksanaan program/kegiatan bidang
sosial;

I} Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang
pekerjaan umum yang meliputi: jasa konstruksi;

m) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
kelautan dan perikanan, meliputi: umum;

n| Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
pertanian, meliputi: peternakan dan kesehatan hewan;

a] Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
perindusirian, meliputi:

(1) perizinan;

(2) fasilitas industri;

(3) sumber dayva manusia,

(4} kerjasama industri;

(5) kelembagaan;

[6) monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

pl Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
perdagangan, meliputi: perdagangan dalam negeri;

g) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan;

r} Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan
wewenang

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli

Madya

a) Mengendalikan Pemeriksaan Pengadaan Barang;

b} Mengendalikan Pemeriksaan Inventarisasi Asset;

c) Mengendalikan Pemeriksaan Serah Terima Asset;

dl Mengendalikan Pemeriksaan Renstra;

e) Mengendalikan Pemeriksaan Renja;

fi] Mengendalikan Pemernksaan RKA;

g) Mengendalikan Pemeriksaan Renja SPM/NSPK;

h] Mengendalikan Pemeriksaan Kebijakan Lap. Keuangan;

i) Mengendalikan Pemeriksaan Kelembagaan;

il Mengendalikan Pemeriksaan Perda, Perwal;

kil Mengendalikan Pemeriksaan Penvalahgunaan Wewenang;
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] Mengendalikan Pemeriksaan Kecamatan;

m) Mengendalikan Pemneriksaan Ketahanan Pangan;

n} Mengendalikan Pemeriksaan Mutu dan Tenaga Pendidikan;
o] Mengendalikan Pemeriksaan Perangkat Daerah;

pl Mengendalikan Pemeriksaan Kurikulum Pendidikan;

q) Mengendalikan Pemeriksaan Laporan AKIP;

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi
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2.2. Sumber Daya Inspektorat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan
pengendalian internal Inspektur Kota Cimahi didukung oleh Sumber
Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Kota Cimahi diklasifikasikan
berdasarkan golongan, pendidikan, diklat vang ditkuti, dan jumlah
pegawal dalam jabatan struktural, fungsional (JFA dan P2UFPD), dan
pelaksana yang dijelaskan dalam tabel 2.2.1.a dan tabel 2.2.1.1.

Tabel 2.2.1.a
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan
JUMLAH JUMLAH |
NO PANGKAT/GOLONGAN (Oramng) TOTAL i I]r
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| L P (Orang)
' 1 | Pembina Utama Muda (V) 2 2 4

2 | Pembina Tingkat I (IV/b) 2 3 B

3 | Pembina (IV/a) ! 2 3

4 | Penata Tingkat [ (I11/d) 3 | 7 10

5 | Penata (11l /c] 3 1 4

6 | Penata Muda Tingkat I (IlI/b) | 2 2 4

7 | Penata Muda (1l a) 2 i a

8 | Pengatur Tingkat | (I/d) 2 1 3

9 | Pengatur ([l /c} 1 - 1

JUMLAH 18 18 36

Berdasarkan golongan diketahui, golongan Il (Pengatur Tingkat |
dan Pengatur] terdapat 4 orang, golongan Il (Penata Tingkat [, Penata,
Penata Muda Tingkat I, dan Penata Muda) terdapat 21 orang, dan
golongan IV [Pembina Utama Muda, Pembina Tingkat I, dan Pembina)
terdapat 11 orang.

Tabel 2.2.1.b
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan
5 TINGKAT  JUMLAH (Orang) | jumMLAH TOTAL
PENDIDIKAN L P [Orang)
| | Pasca Sarjana (S2) 5 7 12
2 |Sarjana (1] 10 10 | 20
Program Diploma 2 1 3
(D3] |
4 |SMA 1 - i 1
JUMLAH 18 T 36

Tingkat pendidikan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kota
Cimahi didominasi oleh tingkat Sarjana (S1) sebanvak 20 orang.
Selanjutnya Pasca Sarjana (52) sebanyak 12 orang, Program Diploma
sebanyak 3 orang dan Sekolah Menengah Atas (SMA| sebanyak 1 orang.
Sehingga totalnya adalah 36 orang.
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2.2.2. Bumber Daya Berupa Aset

Sumber Dava berupa asset pada Inspektorat kota Cimahi
keadaan bulan Desember 2021 berupa peralatan dan mesin sebanyak
354 unit dengan nilai total Rp2.276.322.061,00.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Hasil kinerja dalam Renstra Inspektorat Kota Cimahi periode
RPJMD  2017-2022 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintah daerah, ditunjukkan dalam Tabel 2.3.a. dan Tabel 2.3.b.
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Tabel 2.3.b.
Rata-Rata Rasio Capaian Kinerja Inspektorat
Renstra Perubahan Tahun 2017-2022

Target Realisasi % Rata-rata
Mo Indikator Kinerja [output| Renstra ! Renstra rasio capaian
- gelama 5 thn  selama 5 tho Einerja
Program. sistem
1 | pengawasan internal dan pengendalian
Kegintan pENgAWASAT
1 Pemeriksann regular 200 LHP 195 LHFP DY
2 ! Pemerilesaan tertentu I WLEP 0 LHFP 0%
3 Monitoring dan Evaluasi ST0 LHM 353 LHM &4%
: Monitoring Banprov S0 LHM 53 LHM 110%
5 | Reviu Laporan Keuangan Pemerintahn 5 LHR 5 LHR S
Daerah (LKPD) -
[ Reviu Rencana Kerja Anggaran [REA) _"!_.'.‘Hﬁ 2 LHR 405%
4 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinetja 200 LHE 201 LHE =
Instansi Pemerintah (LAKIF)
Heglatan penanganan kasus
& | Pemerilsaan Kasus /Khusts 70 LHP Kasus | 46 LHP Kasus 61%
g | Tindak Lanjut Laporan Hasil 421 BA 430 BA —
| Pemeriksaan (LHP)
Keglatan pranata
10 Program Kerja Pengawasan Tahunan 5 dok 5 dok 100%
; (FEPT}
11 | Arah Kebijakan /Jakwas S dok 1 dok 20%
12 | Kode Etik 3 dok | dak 20%%
13 | Standar Audit I dok 3 dok 33%
14 | Pedoman Operasional Pengawasan (POP) 1 dok 3 dok 33%
15 | Internal Audit Charter 1 dok 2 dok 50%
6 | Pemetaan Profil Sistem Pengendalian 0 0 0%
Intern Pemerintah {SPIF] Kota Cimahi
17 Tes Diagnostik Sistem Pengendalian 0 0 %%
Intern Pemerintah [SPIP) Kota Cimah
HKegiatan evaluasi berkala temuan
| hasil pengawasan L =
18 Evaluasi Berkala Temuan — Hasil 10 keati 10 Boali ' 100%
Pengawasan / Gelar Pengawasan =
Program peningkatan profesionalisme
[l | tenaga pemeriksa dan aparator
pengawasan :
Hegiatan pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur |
19 | Pelatihan Kantor Sendiri (PKS} 155 orang, 198 orang 128%
20 | Diklat subtantil pengawasan 25 orang 06 orang 264%
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| Kegiatan penyunsunan laporan capaian

NPT, . TR

No Indikator Kinerja (output) Renstra Renstra rasio capaian

selama 5 thn | selams 5 thn kinerja
'i_ﬂl Diikclat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 20 T 5 orang %
| 22 | Sosialisasi Ul Pengawasan B0 orang 0 0%

1 Program pelayanan administrasi

| perkantoran )
Pendistribusian Surat Keluar dan Surat 60 bulan 60 bulan

23 104
Masuk o

24 | Telepon, air dan Listrik 50 bulan 60 bulen 100%

25 | Asuransi kendaraan bermotor 90 unit €5 -unit g%,
Jasa Service penggantian subku cadang 90 unit 89 unit

26 | dan belanja Surat Tanda Nomor Oy
Kendaraan (revisi renstral

a7 Petneliharaan Peralatan dan B0 bulan 60 bulan 100%
periengkapan kantor .

28 Peralatan kebersihan dan bahan B0 bulan 50 bulan 1005
| pembersih

26 | Alat tulis Kantor 60 bulan 60 bulan 100%

30 | Barang Cetakan dan Penggandaan 60 bulan 60 bulan 100%

4y | Surat kabar,/ majalah dan buku 50 bulan 60 bulan —

peEraturan gﬁrymiang-undsngan -

32 | Bahan Pokok, Natura 60 bulan 60 bulan 100%

33 | Makanan dan minuman rapat dan tamu 60 bulan 60 bulan 100%

14 E;?Tr:hm:jmanﬂn Dinas dalam dan Luar G0 bulan 60 bulan 100°%

v Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatuor .
Hegiatan peningkatan sarana dan
) prasarans aparaiur
35 Belanja modal peralatan dan 1 palket | padoet 100%
| perlengkapan kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
36 | BBM dan Pelumas kendaraan 90 unit 89 unit 99%
v Program peningkatan kapasitas
sumberdayn = |
Sosialisasi Perundang-undangan untuk SO0 orang 365 orang ;

av 122%
|1 60 oreng e

38 | Pembinaan Pegawai 155 orang 157 orang 101.%

20 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0 0 -

: Formal

i Program peningkatan disiplin

aparatur o

a0 Pengadaan pakaian dinas dan 250 stel 70 stel 288

perlengkapannya :

41 | pengadaan pakaian KORPEI] 155 stel 30 stel 106G
'42 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari 155 stel b5 stel P
: tertentu

Program peningkatan pengembangan

VII | sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan




Target ‘Realisasl | % Rata-rata
No Indikator Kinerja [output) Renstra Renstra rasio capaian
_____ selama 5 thn | selama 5 thn _hli-gi_|
kinerja dan [khtisar realisasi kinerja
Pn |
Laporan Triwulan, Laporan 35 laporan 37 laporan
Alkuntabilitas Kinerja Instansi
43 | Pemerintah (LAKIP|, Laporan Keberangan LOB%s
Pertanggungjawaban [LEKPJ), Laporan
| Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD)
Hegiatan penyusunan laporan ’
semesteran - !
44 | Menyusun Laporan Semesteran 1 inparpr 18 hporan 180% |

Selama 5 tahun terdapat beberapa kegiatan vang belum
mencapai rata-rata target Renstra yaitu :
1. Capaian Tingkat Maturitas SPIP belum level 3 berdasarkan

Laporan Hasil Quality Assurance (QA) vang dikeluarkan oleh
BPKP karena pelaksanaan pengendalian intern belum
terdokumentasikan dengan baik.

. Capaian Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil

Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP karena
masih banyaknya dokumen yang dibutuhkan belum terpenuhi.
Sampai bulan Desember 2021 Inspektorat Kota Cimahi sudah
berupaya untuk memenuhi dokumen dimaksud (6 elemen).
Kegiatan ini akan dilanjutkan pada awal tahun 2022 dengan
mengajukan Quality Assurance (QA) ke BPKP.

. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan. Pada kegiatan pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Diklat Subtantif),
karena disesuaikan dengan jumlah JFA yang akan meningkatkan
jenjang fungsional.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi
periode 2022 dijelaskan sebagai berikut :
Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target sesuai
indikator vang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Perubahan
Tahunan dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021, Tabel 2.3.c
menguraikan pengukuran kinerja yang menunjukkan tngkat capaian

kinerja Inspektorat pada tahun 2021,
Tabel 2.3.c.
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Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021

NO SASARAN

I | Meningkatikan
akuntahiliias
kinerja Pemerintah
Daerah

.FEFE:EIH'H.EC

INDIKATOR
HINERJA

TARGET
2021

PD dengan
hasil
evaluasi
LEIP
kategoni BE

2 | Meningkatnya
implementasi SPIP

| Milai

Maturitas
SPIP

30%

CAPAIAN

100%

2021

2000

“Level 3

Level 1,268

42 27%

3 | Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP |
Ferangkat
Daerah;

A (80)

A {83)

103,75%

Persentase
unit kerja
Yang
mendapatka
n pelayanan
adminisirasi
LT

100%

100%

100%%

Persentase
ASN yang
mermiliki
kesesuaian

potensi

1005

111%

Dari ketiga sasaran, dua sasaran telah memenuhi target. Hanva

satu target yang realisasinya dibawah dari target, yakni sasaran

meningkatnya implementasi SPIP, vang hanya mencapai 42,27% dan

target.
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
Kota Cimahi

Inspektorat Kota Cimahi sebagai unsur penjamin kualitas atas
kepatuhan (comphliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kehati-hatian (prudence) dan ekonomis dalam melaksanakan
kinerja dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah di lingkup
Pemerintah Kota Cimahi.Tantangan vang dihadapi tidak ringan pada
kurun waktu lima tahun vang akan datang, namun demikian Inspektorat
Kota Cimahi menganggap bahwa tantangan-tantangan di masa depan
merupakan sebuah peluang untuk lebih berperan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan vang berwawasan
pembinaan, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).Beberapa tantangan vang dihadapi diantaranya adalah :

1. Inspektorat akan secara komprehensif dan berkala melakukan deteksi
dini terhadap potensi KKN serta sekalipus menutup celah KKN
tersebut. Langkah-langkah kinerja akan dilanjutkan dengan
melaksanakan kegiatan penyvusunan Rencana Aksi  Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK] dengan
berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomo
356/5152/8J tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK} Pemerintah Daerah,
dan Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2010 tentang Aksi pencegahan
dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017, terdiri dari :

a. 4 {empat] Perangkat Daerah telah membuat rencana aksi daerah
vang bersifat top down vyaitu Dinas Komunikasi Informatika
Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah, Unit Lavanan Pengadaan, dan Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. 18 (delapan belas) Perangkat Daerah telah membuat rencana aksi
KPK RI yang bersifat bottom up, dengan tamplate rencana aksi telah
disediakan oleh Kemendagri.

Implementasi rencana aksi akan terus dimonitoring dan dievaluasi

agar terukur progress dari setiap Perangkat Daerah akan

kesungguhan memberantas KKN.
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2. Membentuk dan menerapkan Tim Maturitas SPIP di tingkat
Pemerintah Kota Cimahi dan di setiap unit kerja Perangkat Daerah.
Pembinaan Inspektorat terhadap SPIP akan dilanjutkan dengan
memperbaiki sistem dan proses penilaiannya.

3. Meningkatkan kualitas kinerja dan sistern pengawasan melalui
pemeriksaan berbasis audit kinerja dengan memperhatikan aspesk 3E
(ekonomis, efisien, dan efektif) pada pengelolaan keuangan, sarana &
prasarana, tupoksi, 3DM, dan metode kerja.

Tantangan-tantangan pengembangan pelayanan Inspektorat Kota

Cimahi vang di masa depan dapat diidentifikasi sebagai berikut ;

a. Peningkatan penyelengparaan administrasi umum, denganpenyediaan
fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana dan iklim kerja vang
kondusif.

b. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.

¢. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan AparatPengawasan
Internal dalam rangka pengambilankebijakan Pemerintah Daerah,

d. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan,

e. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penangananterhadap
kasus-kasus aduan masyarakat.

f. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparaturPemerintah.
Tantangan dalam peningkatan kualitaz dan kuantitas SDM Aparatur

Inspektorat adalah :

a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat
Pengawas Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah [P2UFD)
melalui kerjasama dengan BPKP PerwakilanJawa Barat maupun Badan
Diklat Kementerian Dalam Negeri,

h. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka
Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penvelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Cimahi.
Tantangan dalam peningkatan anggaran Inspektorat sebagai

Perangkat Daerah khusus adalah :

a. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pejabat Fungsional
Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (P2UPD) di lingkunganlnspektorat Kota Cimahi;
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Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana  penunjang
pengawasarn, melaluiperangkat pendukung teknologi
informasipenunjang pelaksanaan pengawasan, sarana
mobilitaspelaksanaan  pengawasan serta  fasilitas  sarana-
prasaranagedung dan kantor yang representatif. ;

Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan
Aparatur pengawasan;

Peningkatan biava  untuk gistern  pengawasan internal
danpengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;

Peningkatan  alokasi biava koordinasi pengawasan  vang
lebihkomprehensif;

Peningkatan  biaya untuk  fasilitasi Sistem  Pengendalian
InternPemerintah {SPIP);

Peningkatan biava kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasifksi
Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK), fasilitasi
Monitoring dan evaluasi Unit PengendalianGratifikasi (UPG) dan Pakta
Integritas;

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan

peningkatan pelayanan publik Kota Cimahi meliputi upaya-upaya yaitu :

L,

Menyvusun Sistern dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;

Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yvang meliput:

- Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;

- Hambatan dalam pelayanan publik;

- Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN];

- Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kota Cimahi sebagai lembaga Vang
menyelenggarakan PENEAWASHN pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan pemerintah daerah, dituntut untuk berperan sebagai
institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan
pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik [Good Governance] maupun pemerintahan
vang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan
kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare
state).

Berdasarkan gambaran umum objek pemerksaan terkait
dengan pelayanan Perangkat Daerah telah dilakukan analisis
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan  untuk
mengidentifikasi isu-isu strategis internal dan eksternal vang dihadapi
Inspektorat Kota Cimahi, yvaitu:

1. Milaa Hasil Evaluasi Sistern Akuntabilitas Kinerja Intermal
Pemerintah (SAKIP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2021
meningkat dari 65,07 (tahun 2020) menjadi nilai 65,88 atau
predikat B, Peningkatan nilai vang diperoleh menjadi ukuran
semakin| meningkatnya akuntabilitas kinenga Pemerintah
Daerah, walaupun belum dapat mencapai target RPJMD Kota
Cimahi, vaitu tingkat akuntahbilitas kinerja predikat BB,

2. Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi masih
berada Level 2 pada tahun 2021, atau nilai 2,17 berdasarkan
hasgil evaluasi BPKP. Mengacu kepada RPJMN 2014-2019,
Level Kapabilitas APIP seluruh kabupaten/kota harus berada
pada Level 3 pada tahun 2022,

3. Masih rendahnva nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota
Cimahi. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada
tahun 2021 masih berada pada posisi terendah di Jawa Barat
dengan skor 1.2684, Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP
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terhadap 13 Perangkat Daerah sampel dengan skor 3,06.
Berdasarkan penilaian Baseline SPIP Terintegrasi tahun 2021
Kota Cimahi meraih skor 2,98 atau berada pada level 2.

. Penyelesaian rekomendasi aftas temuan hasil pemeriksaan

internal dan eksternal sejak tahun 2004 belum seluruhnva
selesai ditindaklanjuti.

TELAH
NO .TE.IH_'IHAN HEE{DI'H'.I.ENDASI DITINDAKLANJUTI TAHUN
1. | Inspektorat 25 15 Tahun
kota |selesai) 2016-
Cimahi 2021
2. Inspektorat 19 12 Tahun
Provinsi {dalam proses) 2013-
: Jabar i ; 2021
3, BPKP ' 26 | 11 Tahun
N | ! 2021
4, BPK 726 119 Tahun
2004-
2021
5. Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan semester [l

tahun 2021 masih berkisar Rp. 3.445.127 377,75,- (Tiga milyar
empat ratus empat puluh hma juta seratus dua puluh tuyuh
ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh hima

rupiah)

. Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun

Pengawas Pemerintahan (P2UPD). Kondisi saat ini, fungsional
auditor sebanyak 14 (empat belas) orang Jabatan Fungsional
Auditor (JFA} dan 3 (tiga) orang. Sementara kebutuhan JFT
pada [nspektorat Kota Cimahi berdasarkan Analisis Beban
Kerja minimal sebanyak 36 orang pegawal dengan sebaran
jumlah tim sesuai dengan beban kerja pengawasan. Dalam
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Kota Cimahi per Januar 2022, didukung oleh 47 pegawai yvang
terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang PNS dan l4{sebelas)
orang Non PNS. Jumlah pegawai diklasifikasikan berdasarkan
tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 3.1.
dengan sebaran dijelaskan pada grafik 3.1.
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Tabel 3.1.

Pegawal Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

'No | Pendidikan | PNS Non PNS Jumlah
1 | SMA 1 10 11
2 | Diploma 3 0 3
"3 | DIV/ Strata 1 20 3 23
4 | Strata Il 12 0 12
Jumlah N 36 13 49
Grafik 3.1.

Sebaran Pegawal Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Sebaran Pegawal

« 5AMA: 11 orang  » Diploma: 3 orang- = T TV Straca 1: 23 arang « Straca. 20 12 orang

7. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 telah
berbasis risiko namun dalam penentuan obyek pemeriksaan
atau auditi belum sepenuhnya berdasarkan pada tingkat risiko
vang dimiliki oleh setiap perangkat daerah, karena profil risike
perangkat daerah yang dinilai belum matang dan belum

lengkap.

8. Masih kurang optimalnya fungsi konsultansi Inspektorat Kota
Cimahi, mengingat belum ditetapkannya standar pelayanan
serta kegiatan konsultansi yang belum berjalan optimal.

9. Alokasi anggaran yang belum dapat memenuhi ketentuan
dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
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Umum Penyusunan RAPBD 2022, bahwa Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan
besaran dari total belanja daerah di atas
Rp1.000.000.000.000,00 (Satu triliun rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000.000.000,00 (Dua ftriliun rupiah) sekurang-
kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas
Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Isu-isu strategis Inspektorat tersebut dapat menghambat
pencapaian target kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya
vang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah :

1. Melakukan pendampingan pada tahapan proses evaluasi
dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan SAKIP-EB
Kota Cimahi serta berkoordinasi dan konsultansi dengan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat terkait proses evaluasi.

2. Melengkapi pemenuhan dokumen-dokumen  pencapalan
leveling kapabilitas APIP Level 2 menuju Level 3, melalui
koordinasi secara intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Barat
serta meningkatkan kompetensi Auditor melalul Pendidikan
dan Pelatihan.

3. Memberikan sosialisasi, himbingan teknis serta pendampingan
Maturitas SFIP Terintegrasi terhadap Perangkat Daerah.

4. Menyusun rencana penvelesaian rekomendasi atas temuan
secara intensif setiap triwulan dengan diawali pelaksanaan
desk bagi Perangkat Daerah vang belum menvelesaikan tindak
lanjut rekomendasi.

5. Mengintesifkan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian
Daerah Kota Cimahi serta Majelis Penyelesaian Kerugian
Daerah.

6. Mengusulkan pemenuhan  kebutuhan jumlah tenaga
fungsional auditor melalui inpassing ataupun pembentukan
JFT.

7. Melakukan pendampingan penyusunan Profil Risiko (Risk
Register) pada Perangkat Daerah sehingga dinilai matang dan
lengkap serta dapat menjadi bahan penyusunan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.
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8. Menvusun FProgram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
berbasis risiko pada akhir Tahun 2022 sehingga auditan yvang
ditentukan sesuai dengan tingkat risikonya.

9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan vang lebih intensif
kepada Perangkat Daerah dengan memberi ruang diskusi atau
ruang konsultansi dan pendampingan,

10.Mengusulkan evaluas: kelembagaan untuk pemerataan beban
kerja.

11. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran, terutama untuk
peningkatan kompetensi dan kapasitas APIP.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kota Cimahi

Berdasarkan Intruksi Mentenn Dalam Negen Nomor 70 tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagl daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yvang Berakhir
Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada
penvusunan Eencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-
2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Adapun Visi Misi
RPJPD Kota Cimahi dijelaskan sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tashun 2023-2026
merupakan pembangunan tahap ke-3 (hma] dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD] Kota Cimahi Tahun
2005-2025, vang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan
Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan
mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus
meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.

Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu :

“ CIMAHT KOTA CERDAS

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan
segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang
CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS
dapat diartikan sebagai singkatan dan Creative vang berarti dapat
berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif, Egalitarian yang berarti
memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dan
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demokratis vang saat ini sedang berkembang di negara kita; Religious
adalah sifat kota vang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang
Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang
berkemampuan kompetitif untuk dibangun, Accretive diartikan sebagai
kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta
Sustainable adalah tercapainva kota vang dapat mencukupi kebutuhan
warganya secara berkelanjutan menjangkau hintas generasi.

Dengan demikian wvisi “CIMAHI KOTA CERDAS"™ adalah
mewujudkan kota yvang mampu mengatasi rintangan dan ancaman
vang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang
unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produks,
egaliter dalam kehidupan vang demokratis, serta didukung masvarakat
vang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yvang
terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelavanan kota bagi
kehidupan vang lebih baik.

Untuk mencapail visi pembangunan Pemerintah Daerah Kota
Cimahi tersebut, Inspektorat sebagai pembina dan pengawas daerah
mengemban misi ke-2 Kota Cimahi, yaitu:

Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masvarakat,
meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan
yvang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas
politik wang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan
hukum. Selain itu hal mendasar vang menjadi kewajiban adalah
pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan
efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga
tercapai  pelaksanaan fungsi-fungsi pelavanan birokrasi dan
penanggulangan korupsi.

Inspektorat Kota Cimahi mendukung pencapaian 9 Prioritas Kota
Cimahi RPD 2023-2026 pada Prioritas ke-9, yaitu: “Penguatan tata
kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik®.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah.
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Inspektorat dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan
fungsi, sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
PENEAWASAT,

b] Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui  audit, reviu, evaluasi, pemantavan, dan kegiatan
pengawasan lainnyva;

¢) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Wali Kota;

d] Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e] Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsinva.

Terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat yang
mempengaruhi pencapaian visi misi Wali Kota Cimahi di lingkup kenja
Inspektorat, Faktor pendorong diantaranya :

a) Perangkat daerah semakin memahami dan responsif terhadap peran
APIP sebagal quality assurance pemerintah daerah, dalam
memberikan pembinaan berupa jasa konsultasi guna mencapai hasil
pemeriksaan vang memadai dan kepercavaan publik makin
meningkat;

b} Telah tersusunnya pranata sebagai norma, standar, dan prosedur
pengawasan seperti Internal Audit Charter, PKPT, Standar Audit,
POP, Kode Etil.

Sedangkan faktor penghambat diantaranya :
al Kurangnya independensi APIP dalam melakukan pemeriksaan;

b) Anggaran pengawasan belum memadai;

¢} Jumlah dan kompetensi SDM APIP belum memadai;

d) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ([SPIP] belum
terwujud secara utuh;

e] Proses distribusi dan mencatatan data hasil pemeriksaan belum
berbasis sistem elektronik yvaitu dalam mengelola Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP), dan hasil pemeriksaan antar tim

pemeriksa hingga Inspektur,
Te3 ﬂ




f) Risk register dan RTP Inspektorat belum disusun;
gl Masih belum memadaianya perangkat pendukung teknologi
informasi penunjang pelaksanaan pengawasan,
hj Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung
dan kantor yang representatif,
Faktor-faktor pendorong dan penghambat ini menjadi bahan

perumusan isu strategis dan permasalahan Inspektorat Kota Cimahi.

3.3. Isu-Isu Strategis Inspektorat

Benkut adalah isu-1su strategis Inspektorat Kota Cimahi:

1. Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga
pelaporan pemerintah daerah tidak optimal,

2. Belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah belum
optimal, Seperti tingkat Kapabilitas APTP masih berada pada level
2 atau nilan 2,17 berdasarkan hasil evaluasi BFKP dan milai
Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2021 berada
pada skor 2,969 atau ada pada level 2 [Berkembang] berdasarkan
hasil penetapan baseline Penvelenggaraan SPIP Terintegrasi (Lap-
1169/PW10/3.2/2021).

3. Upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik melalui penciptaan iklim inovasi yang baik dan
penyelenggaraan kompetisi inovasi antar Perangkat Daerah,
umum dan perguruan tinggi

.




BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan dan sasaran RPD pada misi 2 Wali Kota Cimahi yang
terkait dengan Renstra Inspektorat yaitu :

Tujuan * Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan®, Sasarannva adalah
“Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dan “Meningkatnya kualitas dan
inovasi pelayanan publik®

Tujuan dan sasaran RPD disinergikan dengan tujuan dan
sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi, sehingga penvelenggaraan
pemerintahan yang amanah, profesional, ekonomis, efisien, dan efektf
vang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik dapat
tercapal, sebagaimana vang diamanatkan dalam misi 2 Cimahi,

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi pada
dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernvataan visi dan misi.
Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa vyang
diharapkan dapat diwujudkan dari pernvataan visi dan misi.
Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dar keberhasilan
kinerja di masing-masing tujuan. Tujuan dan Sasaran Inspektorat
Tahun 2023-2026 terdapat dalam Tabel 4.1,

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2023 - 2026
TARGET HKINERJA
TUJUAN/SASARAN PADA
w0 | rooay | TODATOR | o0 INDIKATOR f'r
2023 | 2024 | 2023 | 2026
{1 12) E] 19 5) B 7 (8} ]
1 | Meningk | Indeks | B 60,73 | 6075 | 60,78 | 60,80
atkan Reformasi
I tata Hirokrasi
| kelola Meningkat | Persentase % | o% | 9% | %
Pemerint Oya penimgkatan ketaatan
ahan Kualitas lerfacdap peraturan
Pengawas | perundang-undangan
fn |
Mila: Maturitas SPIP | Lewel | Lewel | Lewel | Lewel
| Terintregasi a 3 3 3
Meningkat | Nilai Evaluasi 65 64 .5 £
nya | Reformasi  Birokras
kualitas | Inspektoral
darn
inovas
pelayanan |
___| publik I .




5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara
spesifik vang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan
analisis SWOT yaituStrengths (kekuatan|, Weaknesses (kelemahan),
Opportunities (peluang), danThreats (ancaman). Berbagai kebijakan di
tiap-tiap strategi diterjemahkan kedalam program dan kegiatan.

Kesinambungan

tujuan,

dijelaskan dalam tabel 5.1,

sasaran,

strategi, dan arah kebijakan

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Inspektorat

Visi: Cimahi Kota Cerdas

Misi II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan RPD : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan

——ra

Sasaran RPD : - Meningkatnya Kualitas Pengawasan

T e TEE S S —_——e——yy

- Meningkatnya kualitas dan inovasl pelayanan publik

Tujuan

‘Meningkatkan  tata
kelola Pemerintahan

Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatkan Peningkatan kendali
Kualitas Hasil Kualitas Hasil mutl perngawasan
Pengawasan Pengawasan R

| Peningkatan
pengawalan reformasi
| birokrasi, pencgakan
. integritas dan
peningkatan
| kapahilitas APIP
| Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan kualitas
kualitas dan | kualitas lavanan administrasi
inovasi pelavanan | pelayanan pemerintahan daerah
| publik pENUNjANE Urisan |
' pemerintahan | Peningkatan
daerah kapasitas  aparatur

pemerintah daerah

L




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan wisi, misi, tujuan dan sasaran, serta stratega dan
kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih
operasional untuk kurun waktu lima tahun (2023-2026), meliputi
tujuan, sasaran, program dan  kepiatan, indikator kinena
tujuan/sasaran program [(ouwlcome] dan kegiatan (oulput], serta
pendanaan. Program ini merupakan penjabaran dar kebijakan
strategis Inspektorat Kota Cimahi dengan tetap mengacu pada program
pembangunan Rencana Pembangunan Daerah [RPD) Kota Cimahi
tahun 2023-2026.

Rincian program dan kegatan selama empat tahun sesua
dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi
Kota Cimahi (2023-2026) dijelaskan dalam tabel 6.1.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA

Kinerja penyelenggaran ditunjukkan dengan pengukuran indikator
kinerja Inspektorat Kota Cimahi vang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPD.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif vang
menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan, juga sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap
unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan kinerja vang dapat dihitung
dan diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat
tingkatan kinerja baik dalam evaluasi tahap perencanaan (ex ante], tahap
pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan
berfungsi (ex-posf].

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu
instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan
mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara
menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam
mempertanggungiawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas
kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan
menentukan indikator kinerja vang tepat. Problematik tersebut timbul
karena sektor publik memiliki karakteristik vang sangat berbeda dengan
sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama
entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa
pelavanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Maka
Inspektorat Kota Cimahi mengarahkan kinerja vang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPD sebagaimana dijelaskan dalam tabel 7.1.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPD Tahun 2023-2026

Kondisi Kondisi
Kinerja oy . akhir
No. | mdikator Awal REget Lapaian St Tehu periode
. Ry EPIMD
Tahun 0 | Tahun | Tahun | Tahun Tahun
] 2023 | 2024 2025 2026
1} ] 12} 2] (4] |2 16 {7} (9}
1 | Persentase N/A 595 5% 2% 5% b
peningkatan
ketaatan
terhadap
peraturan
perundang-
. jundangan | | A
2 | Nilai N/A Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 Level 3
Maturitas
SPIP
Tenintegrasi = =
Jd | Nila1 N/A 63 Bt | 65 Gl il
Evaluasi
Reformasi ' |
Birokrasi ,
Inspekiorat
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BAE VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-
2026 merupakan strategis perencanaan program kerja pengawasan yang
ingin diwujudkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun,

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat
pengawasan, [nspektorat Kota Cimahi berpedoman pada Rencana
Strategis tahun 2023-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai
landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan
pada Inspektorat Kota Cimaha.

Keherhasilan penyelenggaraan pembangunan di Inspektorat Kota
Cimahi vaitu mewujudkan Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2023
yaitu: “CIMAHI KOTA CERDAS*.

Untuk mencapai Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yang
berorientasi hasil dan manfaat, maka perlu kesamaan persepsi didalam
implementasinya vaitu :

1. Komitmen vang kuat dari semua lini, terutama vyang berkaitan
langsung dengan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Integritas APIP vang tinggi.
Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOF) dalam melaksanakan
tugas pengawasan.

4. Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHF)
secara berkelanjutan selama-lamanya 60 hari.

5. Partisipasi masyarakat dalam mencermati adanva penyvimpangan
ataupun penyvalahgunaan wewenang terutama yang berhubungan
dengan kepentingan publik,

6. Tersedianva komponen pendukung, diataranya kompetensi SDM,

Dana maupun sarana lainnya.
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